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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pertimbangan hukum terkait penggunaan hak 
prerogatif Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji adanya kekosongan norma hukum 
dalam pertimbangan pemberian grasi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan 
perundang-undagan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang 
dilakukan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu 
teknik deskripsi yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pengaturan 
terkait dengan pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana korupsi di Indonesia, dengan mengacu 
pada aturan UUD Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 2002, dan UU Nomor 5 Tahun 2010. (2) Dasar 
pertimbangan Presiden dalam menggunakan hak prerogatif untuk memberikan grasi kepada terpidana 
korupsi di Indonesia, yang menjadi dasar pertimbangan terkait pertimbangan kemanusiaan dan hak asasi 
manusia (HAM), pertimbangan kasus dari terpidana korupsi, dan batasan hak prerogatif Presiden sebagai 
penghormatan terhadap hukum konstitusi Indonesia.  
  
Kata Kunci: Hak Prerogatif, Grasi, Terpidana Korupsi.  

Abstract  
This research aims to determine the legal regulations and considerations related to the use of the 
President's prerogative rights in granting clemency to corruption convicts in Indonesia. The type of 
research used is normative legal research by examining the absence of legal norms in considering the 
granting of pardon. The type of research used is a statutory approach, a case approach and a conceptual 
approach. The sources of legal materials used in this research consist of primary legal materials, 
secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is 
library research. The legal material analysis technique used is a description technique which is studied 
qualitatively juridically. The results of the research show that: (1) Regulations related to the granting of 
pardon by the President to corruption convicts in Indonesia, with reference to the provisions of UUD the 
1945, UU Number 22 of 2002, and UU Number 5 of 2010. (2) The basis for the President's considerations 
in using The prerogative right to grant clemency to corruption convicts in Indonesia, which is the basis 
for considerations related to humanitarian considerations and human rights (HAM), consideration of 
cases of corruption convicts, and limits on the President's prerogative rights as respect for Indonesian 
constitutional law.  
  
Keyword: Prerogative Rights, Pardon, Corruption Convicts.  
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PENDAHULUAN  
Kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden dikhawatirkan dal pal t merusak sistem dinamika l 

demokrasi di Indonesia, terkhususnya dalam menggunakan hak prerogatif dalam memberikan 
grasi yang dasar pertimbangannya belum diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Dalam bentuk 
pemerintahannya, Indonesia memiliki bentul k peml lerintal han rl epul blil k kl lonst litusi onal l yang 
artinya l Presil den sel bal gal i pemegang kekuasaan untuk ml enjal di kl epal la nl lega lra sleka ligul ls k epal la 
l pemerl intal hal n (Adiwilaga, 2018:10). l   

Seorang Presiden memilil ki peral n yal ng sal ngal t pel ntil ng dalal m pengelolaan pemerintahan 
l karena Presil den bel rtil ndal lk sebagal i kl lepala nl egal lra daln k lepa la pl emel rintl ahal ln secara bersamaan, 
kedua fungsi ini melekat erat pada posisi seorang Presiden. (Rannie, 2020:101). Disamping itu, 
Presiden juga memiliki hak istimewa yaitu hak prerogatif sebagaimana kebijakan Indonl esil a l 

mengal nul t sl istl em pel merl lintahan prl esil lden sial l. Hak prerogatif al dalal h wewenang khusus yal ng l 

dimill ikl i ol leh sel oral ng Pl resil del ln, tidak da lpa t diintervensi ol lleh lembal ga lal in, dan bersifat mutlak. 
l (Adhayanto, 2011:163).   

Dalam hak prerogatif biasanya Presiden memberikan empat kebijakan diantaranya yaitu 
memberikan grasi, al mnestl i, al bolil si, dal n rel habl ilital lsi sebal gail lma lna yang telah di atul r dal lal m Pal 

sl al l 
14l UUD 194l 5l (Kaharudin, 2016:141). Namun, terkadang timbulnya suatu masalah yang 
dikarenakan kuatnya otoritas yang dimiliiki Presiden dalam menggunakan hak prerogatif 
sehingga di usahakan untuk dibatasi (Chaerul, 2017:97). Kuatnl ya otl oril tal s yal ng dil mil lli ki Pl resil 

del ln, dapat menimbulkan permasalahan d lengan dil nal lmika sistem dl emokl ral si di Indonesia. 
Namun, l ketentuan mengenai hak prerogatif Presiden terkhususnya dalam memberikan keputusan 
grasi telah berubah setelah terjadinya perubahan UUD 1945 yang pertama, yang mana Presil del n 
hal rus l memperhl atikal n terlebih dahulu perl timl banl gal n dal ri Ml ahkal mal lh A lgun lg da lam ml embel 

rikal n l kepul tul sal n grasi sl esul lai denl gal n Pl asal ll 4 l ayat (1l l) UU l No.22l Tahun 200l l2 .    
Berbagai kalangan masyarakat menolak adanya kebijakan grasi dikarenakan hukuman 

dengan perbuatan yang telah dilakukan narapidana tersebut tidak akan sebanding, terlebih-lebih 
kepada narapidana koruptor yang di anggap telah sangat merugikan negara dan juga masyarakat, 
sehingga kalangan masyarakat tidak semena-mena dapat menerima kebijakan grasi tersebut.  
Pembl erial n gral si ml elal lui Kl eprel s seringkali til dak dal pat dial ksel s ol lleh pu lbli k kal renl a berisi il nforl 

mal si l yang berl sifal t ral hasl ia, hal l inl i dapat ml engul lran lgi tingkat transparansi da ln akuntabilitas 
pem eril ntal h l dalal m melaksanakan kl ewenl angal nnl yal (Fauzi, 2021:623).   
Pemberian grasi kepada narapidana terkhususnya narapida koruptor pada umumnya dilandasi l 

atas dasar hlak asasi mal lnusia (HAM), yal ng pal da dal sarl nya hal k tersebut masih tetap melekat l 

sekalipun seseorang tersebut merupakan narapidana (Marzuki, 2017:9). Pemerintah memiliki 
kewajiban mendasar untul lk menghl ormal ti, ml elil ndul ngl i, ml enegal lkk lan,  daln m lemajukal n Hl AM sl 

esul ai l dengal n kl etenl tual n pl eral tural n pel rundl lang lan dan hukum internasional yalng tela h dil lteri ma 
ol leh l Indonesia (Muladi, 2009:6). Selain itu, terdapat berbagai pertimbangan lain dalam 
memberikan grasi antara lain yaitu; kondisi kesehatan, kondisi keluarga contohnya seperti 
terpidana seorang janda atau duda yang memiliki anak masih dibawah umur, sikap ke arah lebih 
baik, pengaruh terhadap sistem pemerintahan, toleransi dan lain-lain. (Iwan, 2019:20).   

Namun, apakah pada dasarnya narapidana korupsi layak untuk mendapatkan kesempatan 
pemberian grasi tersebut. Sebagaimana korupsi adalah perbuatan atau praktik yang melibatkan 
penyalahgunaan kekuasaan, posisi, atau kewenangan oleh individu atau kelompok untul k l mendal 
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patl kal n keul ntul ngal ln pribal di al tau kl eloml lpok d len gan cal ra yal ng tidak sah al tau tl idak etl is. l Tindal 

kan kl orul psl i mencakup manipulasi, penipuan, suap, pemerasan, atau perilaku ilegal lainnya l yang 
bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, politik, atau kekuasaan tanpa 
mempertimbangkan kepentingan umum atau norma-norma moral (Setiadi, 2018:251). Terjadinya 
korupsi di Indonesia kerap sekali dilakukan oleh aparatur pemerintah, pejabat yang korupsi di 
istilahkan oleh Wertheim, sebagai orang-orang yang “late comer to the moden world” orangorang 
yang dalam artian kultural tidak kompoten memegang jabatannya (Adys, 2018:12).   

Selain itu,l jikal terpidana korupsi diberikan kebebasan hukuman melalui pemberian grasi 
maka terkesan sia-sialah tugas dari badan Komil si Pl embl eral ntal san Kl orul psl i (Kl PK) dal lam l 

melakul kal n pel nyell idil kal ln, penuntutan, dan penindakan tl erhl ladap perbuatan kl orul psi yal ng l 

dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi adanya tindakan korupsi di Indonesia, upaya 
hukum luar biasa seperti grasi seharusnya dibatasi sehingga peluang setiap terpidana untuk bebas 
dari jeratan hukuman semakin kecil. Walaupun pada dasarnya penggunaan hak prerogatif yang 
dimiliki Presiden dalam pemberian grasi tidak dapat semena-mena diberikan, melainkan harus 
melalui pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Namun, pada kenyataannya tidak selalu 
pertimbangan melalui MA yang dalam hal ini Hakim yang memiliki wewenang untuk 
mempertimbangkan sampai dengan menetapkan suatu kebijakan dapat menghasilkan suatu 
kebijakan yang benar dan juga sesuai dengan harapan.   

Dengan menyadari bahwa perbuatan korupsi tidaklah pantas untuk diberikan keringanan 
dan juga kebebasan hukuman, terlebih-lebih jika melalui pemberian grasi dari hak prerogatif yang 
dimiliki oleh Presiden. Sebagaimana upaya-upaya hukum yang telah ditetapkan dengan harapan 
dapat mencegah serta menghilangkan adanya perbuatan korul psi dl i Il ndonl esil la. Berdal sarkal n ul 

raial n l latar bel lakl anl g diatas, ml akl a dapat diuaraikan lebih dal lal m mengenai peraturan penggunaan 
hakl prerogatif yang dapat digunakan Presiden kepada terpidana korupsi di Indonesia, dengan 
melalui judul “PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM 
MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA”.  

  
METODE  

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian normatif, dengan 
mengkal ji adanya kekosongan norma hukum dalam pertimbangan pemberian grasi.l  
Penelitian l hukul m normal til f yaitu penl elitian yal ng dil lakul lkan denga ln ca ra mengkl laji suatu sistem 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang digunakan dalam suatu permal salahan 
hukul m l tertentu.l Penelitian hukum normatif mengacu pada objek penelitiannya berupa norma 
hukum, l konsep hul kum, asal s hukul m, dan doktrin hukum (Diatha, 2017:2).l   

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif kualitatif, dengan melakukan pendekatan melalui 
pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual 
approach), dan pendekatan kasus (case approach) yang digunakan (Marzuki, 2008:93). Dalam 
pendekatan perundang-undangan akan mencakup evaluasi terhadap kesesuaian dan konsistensi 
antarl a Undal ngl -Undang Dal lsar dengan berbagai peraturan undangl -undang lainnya. Dalam 
pendekatan konseptual berasal l dal ri pal ndangal nl -pandangal n dal ln d loktri ln -doktrin yal ng bl erkeml 

bang l dalam bidang il lmu hul kuml . Dan dalam pendekatan kasus dilakul kan del ngan ml enganalisis 
kal susl kasus yal ng terkait dl lengan isu hl ukum yal ng sedang dil hadal pi, seperti kal lsus-kasus yal ng 
telal lh mendapal tkal n pul tusal n dal ri pl engal dilal n yal ng berl lkeku lata ln hu lku m tletal p dal n ml lengikat.l  
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Sumber bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum 
primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Dalam sumber hukum primer yaitu 
mengkaji dari UUD 1945 Pasal 14 ayat (1), UU No.22 Tahun 2002, dan UU No.5 Tahun 2010. 
Dalam sumber hukum sekunder yaitu mengkaji dari berupa buku, skirpsi/tesis, jurnal/artikel, 
sumber literatur dari internet yang dalam hal ini memiliki keterkaitan dalam pemberian grasi, 
khususnya kepada terpidana korupsi. Sementara dalam sumber hukum tersier yaitu mengkaji dari 
analisis hukum oleh para ahli, buku hukum, riset hukum, panduan praktisi hukum, dan juga 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang tentunya berkaitan dengan kaidah hukum.   

Dengan teknil k pel ngumpl lulan data yal ng digunakan pada penel litian il ni adall lah teknik 
studi l kepustakaan yang mengkaji berdasarkan dal ri bal han hul kum pl rimer berupa peraturan 
perundangl undangan terkhususnya dari UlU No.22 Tl ahun 200l 2l tentang Gral sil . Selain itu, disertai 
dengan teknik analisis dengan cara deskriptif kualitatif, teknik penelitian ini berfokus untuk 
menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa sebagai kasus yang sudah terjadi dan akan 
terjadi.  
  
HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Terkait Dengan Pemberian Grasi Oleh 
Presiden Kepada Terpidana Korupsi Di Indonesia  

Dari banyaknya aturan yang mengatur tentang grasi, dalam kajian ini hanya membahas 
tiga dasar aturan berdasarkan hierarki tertinggi yaitu terdiri dari UUD Tahun 1945, UU Nl omor l 

22l Tahun 2022, dal n Ul U Noml or 5 Tahun 201l 0l . Di Indonesia hak prerogatif Presiden di atur 
dalam UUD Tahun 1945, berikut merupakan dasar hukum mengenai hak prerogatif yang dipunyai 
oleh Presiden dalam memberikan grasi berdasarkan UUD Tahun 1945 yaitu pada Pasal 14 ayat 
(1)  yang berbunyi “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah Agung”. Sebagaimana dimaksud bahwa Presiden melalui hak 
prerogatifnya berhak memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah 
Agung.  

Beranjak kedalam Grasi sebagai bagian hak prerogatif Presiden, pada dasarnya grasi adalah 
l tindakan yang diberikal n olel h Pl residel n berupa pl engaml punal n yang dapat mencakup perul bahal 

n, l peringal nal n, pel ngural ngal ln, dan penghapul san pelal ksal lna lan put lusa n hul kul lmaln terhadap 
seorang terpidal na. Pemberian grl lasi adalah hal k Pl residl en ul ntuk meml berikl an pel ngaml punl an kepl 

ada l terpidl ana, yal ng tidak dianggap sebagai campur tangan dalam urusan yudisial, melainkan 
sebagai l wewenang presiden (Donald, 2013:51). Namun untul k mel mbatl asi pl engl gunaal n kl ewl enal 

ngal n il ni, l sebelum Pl residen akan memberikan gral si, Presiden terlebih dahulu diharuskan 
mendapat l pertimbal ngan dal ri Mal hkaml ah Agul ng sebal gaiml lana di latur da llam UU Nom lor 2 2l 
Tahun 200l 2l tentang Gral si (Jimly, 2010:184). l   

Dan berikut merupakan beberapa dasar hukum mengenai Grasi berdasarkan UU Nomor 22 
Tahun 2002 yang memuat pengertian dan juga prosedur pengajuan grasi, pada Pal sal 1 ayl at (1) l 

yang berbl unyi “l Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau 
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden”. 
Sebagaimana dimaksud bahwa grasi adalah bentuk pengampunan kepada terpidana yang 
diberikan melalui hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Lalu ayat (2) yang berbunyi 
“Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sebagimana dimaksud bahwa terpidana adalah seseorang 
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yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dikenai hukuman, dengan mengubah 
statusnya dari terdakwa menjadi terpidana.   

Pada Pasl al l 2l ayat (l 1)l yanlg berbunl yi “l Terhadap putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada 
Presiden”.  
Sebagimana dimaksud bahwa hanya terpidana yang telah memperoleh keputusan tetap dari 
pengadilan yang berhak mengajukan permohonan grasi. Lalu pada ayat (2) berunyi “Putusan 
pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana 
mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun”. Sebagimana dimaksud bahwa 
hanya terpidana yang dijatuhi hukuman tetap mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, dan 
penjara minimal selama 2 (dua) tahun yang dapat mengajukan permohonan grasi.  

Dan pada ayat (3) berbunyi “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal : a. terpidana yang pernah ditolak 
permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan 
grasi tersebut; atau b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana 
penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian 
grasi diterima”. Sebagimana dimaksud bahwa terpidana hanya boleh mengajukan permohonan 
grasi satu kali, kecuali jika permohonan grasi sebelumnya ditolak dan telah berlalu 2 (dua) tahun 
sejak penolakan grasi, atau jika terpidana sebelumnya telah diberi grasi dari hukuman mati 
menjadi hukuman penjara seumur hidup dan telah berlalu 2 (dua) tahun sejak diberikan grasi.   

Pada Pasal 3 yang berbunyi “Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan 
pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati”. Sebagimana dimaksud 
bahwa permohonan grasi tidak akan menunda eksekusi putusan pidana kecuali jika terpidana 
dihukum mati. Dengan kata lain, jika seseorang mengajukan permohonan grasi setelah dijatuhi 
hukuman pidana, hal tersebut biasanya tidak akan menghentikan atau menunda pelaksanaan 
hukuman kecuali jika hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati.  

Pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Presiden berhak mengabulkan atau menolak 
permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah 
mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung”. Sebagimana dimaksud bahwa Presiden 
memiliki hak untuk menyetujui atau menolak permohonan grasi dari terpidana setelah 
mempertimbangkan saran dari MA. Dengan kata lain, tidak semua permohonan grasi yang 
diajukan oleh terpidana akan dikabulkan oleh Presiden. Lalu pada ayat (2) berbunyi “Pemberian 
grasi oleh Presiden dapat berupa:   

a. peringanan atau perubahan jenis pidana;   
b. pengurangan jumlah pidana; atau  
c. penghapusan pelaksanaan pidana”.  

Pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada 
terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama”. 
Sebagimana dimaksud bahwa hakim akan memberitahukan adanya hak permohonan grasi kepada 
setiap terpidana, tanpa terkecuali pada saat sidang tingkat pertama diputuskan. Lalu pada ayat (2) 
berbunyi “Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan 
yang memutus perkara pada tingkat pertama”. Sebagimana dimaksud jika terpidana pada saat 
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sidang tingkat pertama diputuskan tidak hadir, maka pemberitahuan adanya hak permohonan 
grasi akan disampaikan oleh panitera dari pengadilan secara tertulis kepada terpidana.   

Pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa 
hukumnya diajukan kepada Presiden”. Sebagimana dimaksud jika terpidana ingin mengajukan 
permohonan grasi, maka ia sendiri ataupun melalui kuasa hukumnya dapat mengajukan 
permohonan grasinya secara langsung kepada Presiden. Lalu pada ayat (2) berbunyi 
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, 
dengan persetujuan terpidana”. Sebagimana dimaksud jika dalam permohonan grasi terpidana 
ataupun kuasa hukumnya berhalangan, maka permohonan grasi dapat diwakilkan oleh pihak 
keluarga terpidana dengan syarat bahwa terpidana telah menyetujuinya. Dan pada ayat (3) 
berbunyi“Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh 
keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana”. Sebagimana dimaksud jika terpidana dijatuhi 
pidana mati sehingga kondisinya tidak memungkinkan untuk mengajuan permohonan grasi, maka 
permohonan grasi dapat diwakilkan oleh pihak keluarga terpidana tanpa adanya persetujuan dari 
terpidana terlebih dahulu.   

Pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan 
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sebagaimana dimaksud bahwa tepidana dapat 
mengajukan permohonan grasi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hasil putusan 
pengadilan. Lalu pada ayat (2) berbunyi “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu”. Sebagaimana dimaksud bahwa setelah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dari hasil putusan pengadilan, terpidana bebas kapan saja 
mengajukan permohonan grasi tanpa adanya batasan waktu tertentu. Pada Pasal 8 ayat (1) yang 
berbunyi “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara 
tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden”. Sebagaimana 
dimaksud jika terpidana, ataupun kuasa hukum terpidana dan pihak keluarga terpidana ingin 
mengajukan permohonan grasi maka permohonannya harus dilakukan secara tertulis kepada 
Presiden.  

Selanjutnya, di Indonesia pengaturan tentang grasi telah mengalami tiga kali perubahan, 
dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang berubah menjadi Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2002, dan terakhir berubah menjadi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2010 yang sampai saat ini masih berlaku. Perubahan terkait perundang-undangan tentang grasi 
tersebut dikarenakan faktor ketidaksesuian dengan perkembangan kebutuhan tata hukum 
Indonesia, terkhususnya perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menjadi 
UndangUndang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.   

Dan berikut merupakan dasar hukum mengenai Grasi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 
2010 yang memuat pengertian dan juga prosedur pengajuan grasi yaitu pada Pasal 2 ayat (1), (2) 
dan (3), yang ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai 
berikut: ayat (1) “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden”. Sebagimana dimaksud bahwa 
permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang telah memperoleh hukuman tetap 
dari hasil putusan pengadilan. Lalu ayat (2) “Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun”. Sebagimana dimaksud bahwa permohonan grasi 
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hanya dapat diajukan oleh terpidana yang mendapatkan hukuman tetap dimulai dari pidana mati, 
pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Dan ayat (3)  
”Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali”. 
Sebagimana dimaksud bahwa terpidana hanya diizinkan untuk mengajukan permohonan grasi 
satu kali saja, tanpa adanya pengecualian seperti dalam UU Nomor 22 Tahun 2002.   

Pada Pasal 6A ayat (1) dan (2), yang disisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 6 dan Pasal  
7 yang berbunyi sebagai berikut: ayat (1) “Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri 
yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta 
para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi”. 
Sebagimana dimaksud bahwa menteri Hukum dan HAM berwenang untuk meminta terpidana, 
kuasa hukumnya, dan keluarganya secara tertulis untuk mengajukan permohonan grasi kepada 
Presiden. Lalu ayat (2) “Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan 
melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat 
(1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden”. Sebagaimana dimaksud bahwa 
menteri hukum dan HAM berhak untuk melakukan penelitian dan memfasilitasi proses pengajuan 
grasi yang diajukan oleh terpidana, kuasa hukumnya, dan keluarganya, yang kemudian 
disampaikan kepada Presiden.  

Pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), yang ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga seluruhnya 
berbunyi sebagai berikut: ayat (1) “Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan 
memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sebagaimana dimaksud bahwa terpidana berhak 
mengajukan permohonan grasi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap diterima. 
Lalu ayat (2) “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
Sebagaimana dimaksud bahwa terpidana hanya boleh mengajukan permohonan grasi dalam 
waktu maksimal 1 (satu) tahun setelah menerima hukuman yang berkekuatan hukum tetap.  
Pada Pasal 10, yang diubah sehingga berbunyi “Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis 
kepada Presiden”. Sebagaimana dimaksud bahwa setelah MA menerima salinan permohonan 
grasi dan berkas perkara terpidana, dengan batas waktu maksimal adalah 30 hari sejak 
diterimanya, maka MA akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari permohonan grasi tersebut 
dan hasil dari pertimbangan tersebut akan dikirimkan kepada Presiden secara tertulis.  

Pada Pasal 15A, yang disisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 15 dan Bab VI yang 
berbunyi sebagai berikut: ayat (1) “Permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan 
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diselesaikan paling lambat 
tanggal 22 Oktober 2012”. Sebagaimana dimaksud jika terdapat permohonan grasi yang belum 
selesai atau belum mendapatkan keputusan sesudah Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tetang 
Grasi berlaku, maka permohonan grasi tersebut harus diselesaikan dalam tengat waktu paling 
lambat tanggal 22 Oktober 2012. Dan ayat (2) “Terhadap terpidana mati yang belum mengajukan 
permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka 
waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung sejak Undang- 
Undang ini mulai berlaku”. Sebagaimana dimaksud jika terpidana mati yang belum mengajukan 
permohonan grasi saat UU Nomor 22 Tahun 2002 berlaku, dan ingin mengajukan permohonan 
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grasi setelah UU Nomor 5 Tahun 2010 berlaku, maka terpidana yang mengajukan grasi memiliki 
tenggat waktu1 (satu) tahun sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2010.  

  
  
  
  

  
Dasar Pertimbangan Presiden Dalam Menggunakan Hak Prerogatif Untuk Memberikan 
Grasi Kepada Terpidana Korupsi Di Indonesia  

Pada dasarnya, dasar pertimbangan Presiden dalam menggunakan hak prerogatif dalam 
memberikan grasi kepada terpidana, khususnya terpidana korupsi seharusnya mempertimbangan 
adanya tiga dasar pertimbangan umum yang terdiri dari; (1) Pertimbangan terkait kemanusiaan 
dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari terpidana korupsi, (2) Pertimbangan terkait kasus dari 
terpidana korupsi, dan (3) Batasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi sebagai 
penghormatan terhadap hukum konsitusi Indonesia.  

Sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan terkait kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia 
(HAM) dari terpidana korupsi yaitu adanya pertimbangan dari nilai kemanusiaan yang terdiri dari 
bersikap adil, saling menghargai, rasa empati dan kasih sayang, kesamaan derajat sesama 
manusia, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selain itu, terdapat juga pertimbangan dari 
nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdiri dari prinsip universal, tak terbagi, saling bergantung, 
saling terkait, kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, non diskriminasi, dan 
tanggungjawab negara.  

Lalu sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan terkait kasus dari terpidana korupsi 
yaitu dapat dilihat dari nama-nama terpidana korupsi Indonesia yang berhasil mendapatkan 
pemberian grasi dari Presiden: yang pertama yaitu mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), 
Syaukani Hasan Rais, pada tahun 2007 dihukum selama 6 tahun oleh Majelis Tindak Pidana 
Korupsi karena terbukti terlibat dalam 4 kasus korupsi. Kasus tersebut melibatkan alokasi dana 
bagi hasil minyak dan gas untuk musyawarah pimpinan daerah, pemanfaatan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proyek pembangunan Bandara Loa Kulu di 
Tenggarong, penyalahgunaan dana bantuan sosial, serta penunjukan secara langsung proyek studi 
kelayakan Bandara Loa Kulu. Dampak dari tindakan tersebut, negara menderita kerugian sebesar 
Rp 113 miliar.   

Kedua yakni Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Kalimantan Timur, Syaukani Hassan 
Rais, mendapat pengurangan masa hukuman selama 3 tahun setelah diberikan grasi. Awalnya, 
hukuman yang sebelumnya 6 tahun, kini berkurang menjadi 3 tahun. Grasi tersebut diberikan 
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Keputusan Presiden Nomor 7/G Tahun 
2010 tentang Pemberian Grasi, yang disahkan pada 15 Agustus 2010. Mantan Bupati Kutai 
Kertanegara (Kukar) Kalimantan Timur, yaitu Syaukani Hassan Rais, menjadi salah satu yang 
menerima grasi tersebut. Dengan pemotongan masa hukuman selama 3 tahun berarti bahwa 
Syaukani Hassan Rais hanya diwajibkan menjalani masa hukuman selama 3 tahun, meskipun 
awalnya dijatuhi vonis 6 tahun setelah mengajukan kasasi. Setelah menerima grasi, status 
narapidana Syaukani Hassan Rais dicabut, dan dia telah dibebaskan dari Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang. Tidak hanya itu, Syaukani Hassan Rais juga membayar denda 
dan uang pengganti kepada negara senilai Rp 49,6 miliar melalui Komisi Pemberantasan Korupsi 
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(KPK). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa grasi yang diberikan 
kepada Syaukani Hassan Rais, Mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Kalimantan Timur, 
didasarkan pada pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) dan Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), serta dipertimbangkan dari asas 
kemanusiaan dan kasus terkait.   

Serta sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan terkait batasan hak prerogatif Presiden 
dalam pemberian grasi sebagai penghormatan terhadap hukum konsitusi Indonesia yaitu adanya 
faktor dan upaya dalam pembatasan hak prerogatif Presiden. Yang dalam hal ini faktor penyebab 
mengapa hak prerogatif Presiden harus dibatasi dikarenakan dalam konteks pemanfaatan hak 
prerogatif dari sistem presidensial, Presiden menempati kedudukan ganda sebagai Kepala Negara 
dan Kepala Pemerintahan. Dari adanya kedudukan ganda yang dimiliki Presiden tersebut 
timbulah isu pemerintahan otoriter karena kekuasaan Presiden yang bersifat mutlak dalam 
menggunakan hak prerogatif.   

Sehingga untuk mencegah timbulah upaya dalam pembatasan hak prerogatif untuk 
mencegah isu pemerintahan otoriter dalam menggunakan hak prerogatif, dibutuhkanlah 
pembatasan kekuasaan. Dalam hal untuk membatasi kekuasaan Presiden maka dibutuhkanlah 
konstitusi, yang dapat menjadi sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan Presiden. 
Sehingga dalam hal ini diharapkan konstitusi dapat menekankan peraturan hukum sebagai 
landasan dalam penggunaan hak prerogatif Presiden, yang melibatkan diskresi.  

  
PENUTUP Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam 
Memberikan Grasi Kepada Terpidana Korupsi Di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa 
adapun dasar hukum dalam pertimbangan Presiden menggunakan hak prerogatif untuk 
memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia, beserta mekanisme pengajuan dan 
pertimbangannya yaitu diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 14 ayat (1) tentang 
Hak Prerogatif Presiden, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang 
Grasi. Dan adapun dasar yang paling penting dalam pertimbangan Presiden menggunakan hak 
prerogatif untuk memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia yaitu terdiri dari 
pertimbangan terkait Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari terpidana korupsi, 
pertimbangan terkait kasus dari terpidana korupsi, dan pertimbangan akan batasan hak prerogatif 
Presiden dalam pemberian grasi sebagai penghormatan terhadap hukum konstitusi Indonesia.  

  
Saran  

Serta saran yang dapat diberikan mengenai penggunaan hak prerogatif Presiden dalam 
memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia adalah membuat aturan hukum terkait 
batasan Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya terkhususnya untuk memberikan grasi 
kepada terpidana korupsi di Indonesia, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan 
kekuasaan dari kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden. Dan juga meyesuaiakan antara kebijakan 
pemberian grasi kepada terpidana korupsi dengan mempertimbangkan aturan hukum mengenai 
pemberantasan korupsi, sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam pemberian 
grasi. Serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap bahayanya tindakan korupsi yang 
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dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat negara, sebagaimana tindakan korupsi digolongkan 
menjadi kejahatan luar biasa.  
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